
BTIPATI I(ATINGAN

PERATURAN BUPATI IITTINGAN
NOMOR: { TAHUN 2013

TENTAN G

TATA EARA P-EIJUISAI{AAN RETRIBUSI PERIJIIUAil
DOKUMEN I{APAL SERfA TASILITAS DI BIDAITG I"ALU LINTAS

AITGKTITAN SI'SGAI DAIT DAI{AU

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.
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bahwa untuk pengaturan transportasi sungai di
wilayah }hbupa.ten Katingan yang mempuyai
peranan sangat penting dan stlategis dalam rang!<a
kelancaran, keamanan, ketertiban, keselamatan,
mobilisasi penumpang dan barang serta
meningfuatkan Pendapatan Asli Daerah, guna
menu4jang pembangunan dan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat penguna -iasa
transportasi perairan daratan sampai ke pelosok-
pelosok daerah di Kabupaten Katingan, sebagai
tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupa-ten
Katingan Nomor 16 Tahun 20ll tentang Retribusi
Perizinan Tertentu;

bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud huruf a tersebut di atag Frlu ditetapkan
dengan Peratr:ran Bupad Kabupaten Katingan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme i i,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 5 Tahrrn 2OA2 tentang
Pembentukan l(abupaten Katingan, Ifubupaten
Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a18O);

Mengingat : 1.

b.

2.



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Repubiik incionesia Tahun 2AA4 Nor-r-ror 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aSaa\

Undar-ig-Undang iilomor 33 Tahiin 2AO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (I"embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Cf,4 Nomor L26, Tambahan
Lembaran Negara Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayar:an ( kmbar Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor &, Tambahan I-embsran
Negara Republik Indonesia Nomor a&afl;

Undang-Undang Nonror 28 Tahun 2AAg ientang
Pqiak dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahr:n 2OO9 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5Oa9);

7. Undang-Undang Nomot 12 Tahun 2011 tentang
Pembenflrkan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembar:an Negara Republi.k Indonesla Tahr.rn 2011
Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523+l;

Peratr.ran Pernerintah Republik Indonesia Nomor 58

Tahun 2OO5 tentang Per:gelolaan Keuangan Daerah

ii-enrbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005
Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a578\;

Perahrran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahnn 2OOT tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
I(abupaten I Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan
Irmbaran Negara Nomor aBTl;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41

Tahun 2AOT tentang Organisasi Perang!<a't Daerah

{tembaran }Jegara P.epublik Indcnesia Tahun 2AO7

At.

5.

a().

8.

9.
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Menetapkan :

Nomor 89, Tambahan lrmbaran Negara Repubfik
Indonesia Nomor a7a\;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Kenavigasian ( kmbaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 20i0 Noulor: 08 Tarrrbahan krnbarar:
Negara Nomor: 5093);

12. Peraftrarr Penrerin'r-atr Nomor 2A Tah-tm 20iO
tentang Angkutan Perairan ( kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahrrn 2O1O Nomor: 26
Tanrbahan I*rnbaram Negara Nomor: 5108 );

13. Peraturan Daerah Kabupaten I(atingan Nomor 3
Tahun 2OO8 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Katingan {kmbaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Irlomor 3
Tahun 2A11 tentang Perubahan atas Peraturan
Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2OO8

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten
Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2OLl Nomor 3'

15. Feraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2Ol1 Tentang
Retribusi ?enznan Tertentu Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2011 liomor 16i;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2OLL tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

PERA"TIRAI{ BTIPA1H TEISTANG TATA CARA
PSTAI{S*I{AAil BJffiAIBUSI PEEIZTI{AT DATT

PSEfircEE}$ I(*P*L SEtrT*. TASIIJ".*E BI BIDAI{G
E*qLII EJFTTES SSCffiflI-AST Si'ilGAT P*S B*5IAU

BAB I

KBiENTUAi'I Utv{UM

Pasal 1

Daiam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan urusan pernerintahan

oleh Pemerintatr Daerah dan DPRD menurut azaa atonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip Negara Kesahran Republik Indonesia

*eUagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahr-rn 1945;

J



)

J.

4.
5.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perang[<at Daerah sebagai

perryelengara Pemerintah Daerah;
'fr""irrg1<al Daerair adaiair Organisasi I l*rt:ioaga pada Penrerin'r"ahan

Daeral, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas

Daerah dan kmbaga Teloris Daerah;
Bupati adalah Bupati Katingan; r - _,
ri*erja organisasi perang.kat daerah adalah gambaran mengenai

ilgk"t p"ioprr* sasaran ataupun tujyan organisasi perangkat

daJratr i,*66di penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi

p"rrrtgk"t aieoi, V"ng menguedikasikan tingkat keberhasilan dan

["S*g;1a11 petat<sanaan-tegiatan-kegiatan wsuai dengan prograrn Can

kebijakan yang ditetaPkan;
lndiLtor f<erjJ utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dar-i sasaran sfiategis organisasi; -
Peraturan Bupati ot r6rrt ya disebut Perbub adalah Peraturan Bupafi

Katingan.
Dinas Perhubr:3gan Komr-rrrikasi dan Informatika adalah Unsur
pelaksana Tekrris Femerintah Daerah dibidang Perhubungan;

Retribusi Daerah adalah punggtan Daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau izin iertentu yang khusus disediakan dan / atau

AiU"tif.urt oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau

Badan;
Badan adalah sekumpulan orang daurt I atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang *"t t"t*" usaha maupun yang tidak melakukan

usal-ra meiip,iti pei'seroan ier-batas, perseroan komarrditer' perseroan

f*i*ya Baaan i;u"frt Milik Negara atau Daerah dengan nama dan

bentuk apapun, firma, kongsi, kaperasi, dana pensiun , persekutuan'

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, orgarrisasi sosial politik,

*t^, org*isasi Vrrrg rejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap, dan

bentuk badan lainnva;
Angkutan sungai dan Danau adalah kegiatan anglrutan -dengan
*.igg.*"1** f,"prlyang dilakukan di sr.rngai , danau, waduk, rawa,

"":irl-fort*f 
Can' terusan untuk mengangkut peillmpang, larang

Juiriut"" hervan yang diselengarakan oleh pengusaha ang[<utan

sungai dan danau;
K"p.l s-Lrrrgai rian Dar-rau arlaiatr kapal yang diieng!<api dengan

penggerak irotor atau bukan motor yang digunakan gntuk ang!<utan

sungai dan danau;
Suril Persetujuan Pengoperasian Kapal Angliltan Sungai Dan Danau

{ Trayek 1 adahh lintasan r.rnh.rk pelayalan jasa angfuutan umum

l*g"i dan danau -vang mempun5rai asal dan tdu3n pe{alanan tetap

UntJmn tetap dan jadwal tetap maupun tidak be{adwal;

Angkutan dungai 
-dan 

Danau 
_ 
I(husus adalah kegiatan Angkutan

suigai dan dinau )"ang Cila"kukan wrtuk rnelayani kepentingan

sendiri dalam menjuqiang usaha pokotrcrrya serba tidak melayani pihak

lain;
usaha Arrgirritan s-ungai darr Danau adalah kegia'uan usaha anglnitan

untr:k umum dengan memungut bayaran yang diselenggarakan

dis,ngai, danau, riaduk, rawa, a4iir, kanal dan terusan dengan

menggunakan kapal sr,rngai dan danau;
Barang Umum *duUft Ualrat atau benda selain dan barang berbahaya

barang khusus dan al,at barat;
Baha;Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang l*r9na sifat

dan khas serta keadaannya merupakan bahaya terhadap keselamatan

6.

7.

8.

9.

10.

11.

LZ.

13.

14.

1E
lJ.

16.

77.
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l6ro.

19.

20.

21.

dan ketertiban umum serba terhadap jiwa atau kesehatan manusia
dan mahluk hidup lainnya;
Barang kl:usus ariralah bararrgyang karerra sifa'r" dan bentukr4ra harus
dirnuat dengan cara khusus;
Pengangkut Bahan berbahaya adalah orang atau badan hukum yang
secara sah melalrrkan kegiatan pengang!<utan bahan berbahaya dari
tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempa.t pembonglcaran akllfuf
Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan
diperairan, pelabuhan serta keamanan dan keselamatan;
Kapal Laut adalah kapal yang peruntukan dan klasifikasinya
beroperasi diprairan lau+,an;
Surat Persetujuan Pengoperasian l(apal fuUkutan Sungai Dan Danau
adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan unflrk
menyediakarr pelayanan ang!<titan penumpang umiim pada sahi
trayek tertentu dalam Wilayah Daerah Kabupaten;
Izin l(apal Laut Masuk Peda}aman Daratan adalah Izin yang diberikan
kepada kapal laut yang berlayar dari batas Bandar menr{u kehulu
sungai;
Izin lokasi Bangrrnan Air adalah bangunan yang dibangun di atas
perairan daratan untuk suatu kepentingan dengan batas dan ukuran
tertentu;
Izin lokasi Bangunan Air adalah Izin yang diberikan kepada orang
pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan di atas perairan
daratan;
Ternpat penirrrbi;nan kayu di perair'an daratan adalah da'uar-'an aii'di
perairan daratan dengan batas-batas Koordinat tertentu guna
kegiatan penimbunan kayu ( Log );
Izin Tempat Penimbunan Kayu ( Lngpond ) adalah iztn yang diberikan
kepada orang pribdi atau badan kegiatan penimbunan kayu
diperairan daratan;
Izin Berlayar adalah izin yang diberikan kepada kapal yang melakukan
playaran dari tempat asal ketempat tr4iuan di perairan daratan;
Kantcr Fela;,anan Perizi:ran Terpadu ( KP2? ) Kabupaten Katingan
adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten
Katingan yang menyelenggarakan pelayanan mulai dari proses
perrrrohonarr sarnpai dengar-r pengambiian dokurnen dilakukatr di
satu tempat I satu pintu.

22.

23.

24.

,(

r\ /azo.

27.

28.

,o

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

1. Dengan nama retribusi Dokumen l(apal serta Fasiiitas di Bidang Lalu
Lintas Angkutan Sungai dan Danau dipungut retribusi arfiaralain :

(1) Surat Persetr4iuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Dan
Danau (Trayek );

(2) Surat Persettduan Pengoperasian Kapal Angkutan Barang Ktrusus;
(3) Surat lzin Usaha AngtsJtan Sungai dan Danau;

{a) Snrat l?ir:.Ka.pal [.aut Masuk Perairan Daratan;
(5) Surat Ian tokasi Be.ngutan Air;
(6) Surat Izin Tempat Penimbunan Kayu (Loglrond )
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Pasal 3

Objek Retribusi Dokurrren Kapat serta Fasilitas di Bidang t aiu Lintas
Angkutan Sungai dan Danau adalah Pemberian Izin kepa.da Badan untuk
Menyediakan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau
beberapa Trayek tertentu, yang diberikan Kartu Pengawasan yang
selanjutrrya di sing!<at KP.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi Dokumen Kapal serta Fasilitas di Bidang Lalu
Lintas Angkutan Sungai dan Danau adalah orang pribadi atau
badan yang melaktrkan peiayanan Administrasi angkutan
pemrmpang umLlm dan barang.

(2) Wdib Retribusi Dokr.men I(apal serta Fasilitas di Bidang l-alu
Lintas Angkutan Sungai dan Danau adalah orang pribadi atau
badan yang diwajibkan untuk -rrreialnii<an pen-rbayararr retribusi atas
Dokumen Kapal serta Fasilitas di Bidang Lalu Lintas Angkutan
Sungai dan Danau

BAEI III

GOI,ONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Dok-umen Kapai serLa Fasilitas di Bidang Laiu Lintas Angkr:tan
Sr.rngai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah
digolongkan dalam Retribusi Peiizinan Terlentu.

BAB TV

PRINSP DAN SASARAN
DAI.,AM PENETAPAN STRUI$UR DAN BESARI{TA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan stmlctur dan besarnya taritr
retribusi Sertilikat Kelai}<an dan Kebangsaan l(apal Sungai dan Danau
y-ai:rg pen-rgafriran ser*ra pngaw-esarr teknis Kapal yang nrenunri
konstn-tksi dan peralatan ditetapkan sebagai bukan kapal laut, Surat
Pendaftaran Kapal Perairan Pedalaman { Registrasi ), Sertifikat
Pengawakan Kapal { SPK ), Surat Persehrjuan Pengoperasian Kapal
Angkutan Srrngai Dan Danau, Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal
Angkutan Barang l(tusus, ldrL Ka-rlal Laut Masuk Perairan Daratan,
Izin lrka$i Bangunan Ak,lnn Tempat Penumpukan Kayu { Logpond )

dan Izin Berlayar Kapal Perairan Daratan"
Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) han5ra meliputi biaya
adminish:asi.
BiaSra Pemeriksaan / Pengukuran, Peng-rjian, Sunrey lapangan, Biaya
transtrrcr*uasi, Dokumentasi rjitrbani<an kepa.da pernohon.

1.

3.
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1l.

2.

Pasal 7

Str-ulf1ur- Tarif digoiongkan ber-rjasarkan jenis angfuutan -rrmurrr dan

barang, daya *.gk"t tr jenis Sertifikat Pengawakan Kapal ( SPK )

khusus dan umum, luas perairan yang dipakai'

Struktur dan besarnya iarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam

Ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut :

Pasal 8

IViasa berlaku Surai izin Usaha Angktrtan Surrgai dan Danau dan juga

Surat Persetujuan Angkutan Khusus Sungai dan Danau berlaku 5 ( lima )

Tahun tetapi 
-ti*p 

1 ( Lt" ) Tahun dikenakan kewat'iban untuk membayar

Pajak.

k

1.

z.

BAB V

WII,AYAH PEMUNGI.]TAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten l(atingan

BAB VI

SURAT PENDAFTARAN

Pasal i0

Wajib retribusi mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah

(sPoRD );
b-uot Penlaftaran Objek Retribusi Daerah ( SrcRD ) setagairrana

dimaksud pada Ayat ( 1 ) harus diisi dengan jelas, benar dan leng!<ap

serta ditanda tangani oleh Waiib Retribusi atau Kuasanya;

Masaberlaku
(lima)tahun

Rp.75.000

Rp.75.000

GT.1
Ang[r.r*"an
Penumpang
Umum

GT.1
Angkutan
Penumpa.ng
Perusahaen

Su:atlzinUsaha
Anglc.rtan SungEi
dan Danau

Rp. i00.000

Rp. 150.OOO

ul'. I s/o o
Angkutan
Penumpang
T T-r rm

GT.7 sldl2

Suxai
Perstqjuan
Pengoperasian
Ar.gfc;tan
Ktrusus Sungai
dan Danau

7
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1I.

3. Bentuk isi atau tata cara pengsian dan penyampa.ian Sr.rrat Pendaftaran
Objek Retribusi Daerah ( SrcRD ) sebagaimana dimaksud pada Ayat
( i ) rliie'r,apkan oleh Kepala Daerah;

BAB VII

KEWAJIBAN DAN TAI{GGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Pasal 1i

Pengusaha Angkutan sungai dan danau yang telah memperolehlztrL Usaha

wajib melaporkan kepada pejabat pemberi izin usaha untr-rk kegiatan usaha
setiaptahrir-i biiamana terjadi perubal'ran kepemilikan irapai dan sefiap
pengangkutan jenis rntratan barang- barang berbahaya.

BAB VIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

Berdasarkan Sr.lrat Pendafiaran Objek Retu'rbusi Daerah ( SPORD )

sebagaimana dimaksud dalam Pasat 9 Ayat ( 1 ) ditetapkan retribusi
terutang dengan menerbitkan St:rat Keterangan Retribusi Daerah
( SKRD ) atau Dokumen lain yang dipersamakan;
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data dan atau
data ,vang semula belum lengkap menyebabkan penamhhan jumlah
retribusi terutang maka dikeluarkan Surat Keterangan Retribusi
Daerah Kurang Bayar Tasrbah ( SKRDKBT );
Bentuk, isi Can tata cera penerbitan Sr.uat Ketetapan Redbusi Daerah
( SKRD ) atau dola"rmen lain yang dipersagakan sehsaimana dirnsksud
pada Ayat ( 1 ) dan Surat Keterangan Retribusi Daerah kurang Bayar
Tami-rah ( SKRDI(BT ) ser:agaimarra dimaksud pada Aya'r (2i dite'tapkan
oleh Kepala Daerah;

BAB D(

TPTIA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Pemungutan retribusi tidak dapat diboronglran;
Retribusi dipungut dengan mengunakan Surat lktetapan Retibusi
Daerah ( SKRD ) atau dokumen lain yang dipersamakan, dan Surat
Keter:angan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT);

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal i4

1. Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;

|\

aI.
2.
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1t.

2.

Pengajuan keberatan tidak menr.rnda kewqjiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

1. Kepala Daerah daiam waktu pating lanra 6 ( enam ) i:u1an sejak tanggai
srrrat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan;
Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besamya retribusi
yang terutang;

3. Apabila jangka wal*u sebagairnana tersebut Ayat ( I ) telah lewat dan
Kepa[a Daemh Sdak memberikan suahr Keputusan, keberatan yang
C{ukan tersebut dianggap diP*abulkan;

BAB )(IU

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

Atas kelebihan pembayaran reftjrbusi, w4jib retribtisi dapat nrengajulcan
permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagAimana
dimaksud pada Ayat 1, hanrs memberi keputusan ;

Apabila jangka walrhr sebagaimana dimaksud Ayat ( 2 ) telah dilampaui
dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, perrnohonan
pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan Surat
Ketererrgan P-etribusi Daerah l.ebih Bayer (SKRDLB ) harus diterbitken
dalam janeka waktu pling lama 1 (satu) bulan;
Apabila r,rqiib retribuasi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retrii:usi sebagaimana dirrraksud pada Ayat ( 1 i iangsung
diperhitung!<an untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi
tersebut
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaiman dirnaksud
pada AVat ( 1 ) dilalrukan dalam janelia wakh.r paling lama 2 ( dua )

bulan sejak diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih
Bayar (SKRDLB );
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelah lervat jangk*a waktu 2 ( dua ) bulan, Kepala Daerah mernberikan
imbatan bunga sebesar 2 o/o ( dua persen ) sebulan atas terlambatan
pembayaran kelebihan retribusi;

Pasal 19

1. Permohonarr mengembalian kelebihan pembayaran retr'rbusi di4ji:i<arr
secara tertulis kepa.da Kepala Daerah dengan sel'<urang - kurangnya
menyebutJcan:

a. Nama dan Alamat Weiib Retribusi;
b. Masa Retribusi;
c. Besar Kelebihan Pembayaran;
d. Alasan yffLgsingkat dan Jelas;

4.

5.

10



2. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

disampaikan secrr" langsung atau melalui Pos Tercatat;

Bu1di prenerimaan oi"{ f";.ir*t Daera}r atau bukui pengirir-nan Pos

Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepal'a

Daerah;
Pasa1 20

pengembalian kelebitran retribusi dilalrukan dengan penerbitan Surat
perintafr Membayar Kelebihan Retribusi ( SPMKR );
gpabila kelebihan retribusi lairurya,, sebagaimana dimaksud dalam pasal

Zb Ayat 4 pernbay'aran Cla,kuksr dengan cara peminCehan bukuan
juga berlaku sebagai buldi pembayaran;

BAB )(i/

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasai 21

Kepala Daerah dapat memberikan penguangan, keringanan dan

pembebasan retribusi;
iremberiar-i pengurangarl aia'ri kerirrganan Retribusi sebagaimana

dimaksud pada Ayat 1 ( satu ) dengan memperhatikan kemampuan

w{ib retribusi, antara lain, untuk mengangsur;
Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud padaAyat { 1 ) antara lain

diberikan kepada wajib retribusi dalam rangl<a pengangftutan khusus
korban Bencana Alam dan atau Kerusuhan;
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

ditetapkan oleh KePala Daerah

BAB }ff

KADALUARSA PENAGIHAN

n---1 r\.rrasan zz

Hak unhrk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah

melampaui jangt<a watrhr 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang
Retribusi, tt-"r*ti apabiia waiib retribusi melalnikan findak pidana

dibidang Rekibusi:
Kadaluarsa penagihannya retribusi sebagaima dimaksud padaAyat ( 1 )

tertangguh apabila :

a* Diterbitkan SuratTeguran;
b. Ada pengakuan utang Retribusi dari w{ib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.

1.

2.

\).

1.

z.

3.

4.

1.

2.
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BAB XVI

KETENT'.,'AN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupaii irri muiai bei-iaku sejak tanggal ditetapi<an.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
PJraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeratr
Kabupa.ten Katingan.

Ditetapkan di I(asongan
Padatanggal :18 ^ 9-2oig

BUPATI KATINGAN,
11
\JV\
|atv*1/

DTIWEL RAUTING

Diundang!<an di Kasongan

Padatangal; 1$ /tr*n'l- 2t13

KABUPATEN KATINGAN,

BERITA DAERA}I IGBUPAT.EN IGTINGAI.{ T.AiiUi.{ 2Oi3 
'OO*1SP 

...it) I

Plt. SEKRETARIS DAERAH%
Irss. JAIIIII DIN SAPRI

t.

t2


